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ABSTRACT 
 

This research was conducted to find out collaborative governance in efforts to 

prevent early marriage in Ogan Komering Ulu Regency. The increase in early 

marriage in Ogan Komering Ulu district has made the government collaborate in 

overcoming this problem. In this research, the research method used is descriptive-

qualitative with data collection techniques such as interviews, observation and 

documentation. This research uses Ansell and Gash's (2008) collaborative governance 

theory with four variables, namely initial conditions, facilitative leadership, 

institutional design, and collaboration process. The results of this study show that 

collaborative governance in efforts to prevent early marriage in Ogan Komering Ulu 

District is still not running optimally. This is because face-to-face dialog and 

leadership roles are still not optimal. Although, this collaboration is able to reduce 

the number of early marriages in Ogan Komering Ulu Regency. Based on the results 

of the data analysis conducted, the suggestion that the author can give is to increase 

socialization or counseling to the wider community by utilizing current technology 

such as social media regarding the impact of early marriage and sex education and 

making agenda settings so that face-to-face dialogue continues to run optimally. 

 

Keywords : Collaborative governance, Prevention, and Early Child Marriage 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui collaborative governance dalam 

upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adanya 

peningkatan pernikahan dini di kabupaten Ogan Komering Ulu membuat pemerintah 

melakukan kerjasama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, 

metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan teori collaborative governance milik Ansell dan Gash (2008) dengan 

empat variabel, yakni kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan 

proses kolaborasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance 

dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan dialog tatap muka dan peran 

kepemimpinan masih belum maksimal. Meskipun, adanya kolaborasi ini mampu 

menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan hasil 

analisis data yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan adalah meningkatkan 

sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan teknologi 

saat ini seperti media social mengenai dampak pernikahan dini maupun sex education 

serta membuat setting agenda agar dialog tatap muka tetap berjalan optimal. 

 

Kata Kunci : Collaborative governance, Pencegahan, dan Pernikahan anak usia 

dini.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan sebuah pertemuan antara dua insan yang bernaung dalam 

pergaulan hidup dan berlangsung dengan jangka waktu lama, serta terdapat hak dan 

kewajiban yang harus terlaksanakan oleh tiap pihak guna membentuk kehidupan yang 

bahagia, harmonis, layak dan melahirkan keturunan (Bachtiar dalam Prameswara & 

Sakti, 2016:417). Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 

mengenai Pernikahan mengatakan bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (Rumah 

Tangga) yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Batasan ideal bagi seseorang untuk menikah yakni 21 tahun atau lebih bagi perempuan 

dan 25 tahun untuk laki laki. Adanya batasan usia ideal pernikahan ini dianggap tepat 

karena telah memasuki usia yang matang dan dewasa dalam menjalani kehidupan 

pernikahan. Dalam suatu pernikahan bukan hanya soal rasa cinta dua insan yang 

dibutuhkan, akan tetapi terdapat banyak aspek yang perlu disiapkan seperti kesiapan 

mental, fisik dan ekonomi, guna membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang 

berkualitas dan sejahtera.  

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan dikatakan bahwa usia 

perkawinan diperbolehkan apabila calon pengantin pria dan wanita telah menginjak 

usia ideal yaitu 19 tahun. Adanya pernikahan dibawah umur 19 tahun inilah yang 



 

 

2 

disebut sebagai Pernikahan anak usia dini. Akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat 2, 

Orang tua pihak pria atau wanita dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan 

dengan alasan-alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung. Pengajuan 

permohonan yang dimaksud disini disebut sebagai Dispensasi nikah/ kawin.  

Pernikahan Anak usia dini telah menjadi salah satu penghambat tercapainya 

tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Hal 

ini karena perkawinan anak merupakan tindakan yang melanggar tujuan berkelanjutan 

ke-5 yakni menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, 

perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Bukan hanya menghambat 

tercapainya tujuan SDGs, adanya pernikahan anak ini juga memberikan banyak 

dampak negatif bagi psikis remaja itu sendiri dikarenakan emosionalnya yang masih 

belum stabil dalam menjalani bahtera rumah tangga. 

Indonesia bahkan masuk kedalam negara darurat perkawinan anak yang 

ditunjukkan dengan laporan penelitian perkawinan anak yang dilakukan oleh Pusat 

Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama 

dengan UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas. Laporan tersebut 

dikeluarkan pada tahun 2020 dengan hasil Indonesia menempati posisi ke-10 

perkawinan anak tertinggi di dunia. Dengan proporsi perbandingan 1 dari 9 anak 

perempuan dibawah usia 18 tahun telah melangsungkan pernikahan. Ditambah dengan 

adanya pandemic Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 

menyebabkan peningkatan kasus perkawinan anak melonjak 300 kali lipat dalam lima 

tahun terakhir. Menurut data dari Kementrian perencanaan dan pembangunan 

Nasional (Kemen PPN/Bappenas) terdapat sekitar 400-500 anak perempuan dibawah 

umur 18 tahun menikah akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan 
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angka dispensasi pernikahan anak meningkat dari sebelumnya 25.281 kasus untuk 

tahun 2019,  65.301 kasus pada tahun 2020 dan 54.894 kasus pada tahun 2021. 

Meskipun adanya penurunan 9,23%  pada tahun 2021, pemerintah masih perlu 

melakukan upaya kolaboratif guna terus melakukan penurunan angka perkawinan 

anak di Indonesia. 

 Tingginya angka pernikahan anak usia dini di Indonesia tersebut disebabkan 

oleh berbagai faktor. Hasil penelitian terdahulu oleh Melyanasari dkk (2018:99) 

mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan anak usia 

dini diakibatkan oleh faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor keluarga, dan faktor 

kemauan sendiri serta adanya faktor adat setempat. BKKBN juga berpendapat bahwa 

pernikahan dini dapat disebabkan oleh pendidikan yang rendah, adanya kebutuhan 

ekonomi, pernikahan yang diarahkan oleh keluarga, free sex di kalangan remaja serta 

kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja meningkatkan 

resiko terjadinya KDRT karena masalah emosi yang dimiliki oleh remaja tersebut 

belum stabil. 

Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi salah satu kabupaten di Sumatera 

Selatan yang mengambil langkah pencegahan melalui upaya perjanjian kerjasama 

dengan melibatkan beberapa aktor pada kasus pernikahan anak usia dini. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering 

Ulu tahun 2021 sebanyak lebih dari 371 ribu jiwa.  

Berdasarkan Tabel 1, penulis hanya mendapatkan data jumlah penduduk 

berdasarkan kelompok umur hingga tahun 2020. Jika dilihat dari pendapat WHO, usia 

remaja ialah kelompok usia 10 sampai 19 tahun. Sehingga didapatkan hasil bahwa 

jumlah penduduk dengan kategori remaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 
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2020 sebanyak 61.541 jiwa, yang terdiri atas 31.781 orang dengan jenis kelamin laki 

laki dan sebanyak 29.760 berjenis kelamin perempuan. Dengan data jumlah penduduk 

menurut kelompok umur (jiwa), sebagai berikut : 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten OKU Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 
 

Sumber : https://okukab.bps.go.id. Diakses pada 27 Desember 2022 pukul 21.15 WIB 

Umur 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa) 

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

0-4 17146 17014 17853 16678 16565 17188 34 33579 35041 

5-9 17589 17659 18230 16803 16957 17393 34 34616 35623 

10-14 16681 16823 16586 15993 16136 15446 33 32959 32032 

15-19 16956 17084 15195 16036 16166 14314 33 33250 29509 

20-24 16006 15962 15535 15244 15176 14703 31 31138 30238 

25-29 15814 15697 15406 14923 14827 14536 31 30524 29942 

30-34 15845 15869 15551 14695 14691 14793 31 30560 30344 

35-39 14455 14656 14771 13671 13890 13641 28 28546 28412 

40-44 13423 13714 13712 12930 13260 12734 26 26974 26446 

45-49 11478 11804 11788 10914 11196 11000 22 23000 22788 

50-54 9525 9793 9975 8948 9188 9775 18 18981 19750 

55-59 7476 7696 8215 7230 7510 7959 15 15206 16174 

60-64 5554 5819 6341 5387 5718 6037 11 11537 12378 

65+ 7779 8189 9336 8438 8806 9590 16 16995 18926 

Jumlah 185727 187779 188494 177890 180086 179109 363617 367865 367603 

https://okukab.bps.go.id/
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Dilihat dari golongan anak anak, berdasarkan Undang Undang Nomor 35 tahun 

2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan 

anak dikatakan bahwa individu yang belum memasuki usia 18 tahun dikategorikan 

sebagai usia anak. Dari tabel di atas didapatkan bahwa jumlah penduduk dengan 

kategori anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 sebanyak 132.205 jiwa 

yang terdiri dari 67.864 orang berjenis kelamin laki laki dan 64.341 orang berjenis 

kelamin perempuan. 

Kepala Dinas PPPA Ogan Komering Ulu (OKU) Arman di Baturaja, Jum’at 

(8/10/2022) mengatakan bahwa dari jumlah tersebut 36 persen diantaranya telah 

melangsungkan pernikahan dini. Selain itu juga Arman mengatakan bahwa 

berdasarkan data pada tahun 2021 tingkat perkawinan anak usia dini di Provinsi 

Sumatera Selatan masih berada di atas rata rata nasional dan tingkat Perkawinan anak 

di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berada pada 12,25 persen atau diurutan ke 

11 di Sumsel. 

Masih tingginya angka pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu (OKU) ini, dibuktikan pula dengan adanya data permohonan Dispensasi nikah 

yang diajukan oleh pasangan calon muda ke pengadilan agama. Menurut bapak 

Fahrizal S.H.I selaku panitera muda hukum pengadilan agama Baturaja mengatakan 

bahwa dalam hal melihat angka pernikahan dini di suatu wilayah adalah dengan 

melihat berapa jumlah pengajuan dispensasi di wilayah tersebut.  

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa pengajuan dispensasi kawin mengalami 

peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya pernikahan dini sempat terjadi 

pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018. Akan tetapi memasuki 

tahun 2019 pengajuan dispensasi nikah mulai mengalami peningkatan hingga tahun 
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2021. Berdasarkan data tahun 2022 jumlah pengaju dispensasi nikah mengalami 

penurunan yang sangat drastis. Berikut ini merupakan data jumlah dispensasi 

pernikahan Kabupaten Ogan Komering Ulu : 

Tabel 2. Data Jumlah Dispensasi Nikah Kabupaten OKU Tahun 2017-2022 
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2017 3 56 46      4 

2018 4 28 22      1 

2019 1 33 23      - 

2020 - 65 62      - 

2021 - 73 71  2    - 

2022 - 33 34      - 

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama OKU. https://pa-baturaja.go.id. 

Diakses 21 Desember 2022 pukul 13.17 WIB 

 

Menurut Bapak Mulyadi selaku Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan 

Kekerasan & Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak kabupaten Ogan Komering Ulu mengatakan bahwa calon calon 

pengantin yang mengajukan dispensasi nikah ini kebanyakan atau bahkan hampir 

seluruhnya dikarenan telah hamil diluar nikah. Banyaknya kasus kehamilan di luar 

nikah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ini dirasa perlu dilakukan 

pencegahan guna mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah dan berujung pada 

pernikahan dini. 

https://pa-baturaja.go.id/
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten 

Ogan Komering Ulu telah mengambil langkah dalam menekan angka pernikahan anak 

usia dini guna mengantisipasi kekerasan terhadap anak. Selain itu, dampak dari 

pernikahan dini ini dapat memicu meningkatnya angka perceraian, menurunnya 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatnya angka putus sekolah, terjadinya 

KDRT, hingga masalah kesehatan yakni kematian pada ibu melahirkan. 

Berdasarkan data dari laporan tahunan pengadilan agama Baturaja terhitung 

pada tahun 2018 kasus perkara gugat cerai yang masuk ke pengadilan agama mencapai 

994 perkara. dan sekitar 445 perkara gugat cerai pada tahun 2019. serta mengalami 

peningkatan kembali pada tahun 2020 sebanyak lebih kurang 480 perkara gugat cerai 

yang masuk ke Pengadilan Agama. Tingginya kasus perkara gugat cerai yang 

dilaporkan ke Pengadilan Agama dikarenakan beberapa alasan seperti KDRT, 

perselisihan terus menerus dan masalah ekonomi. 

Berdasarkan laporan tahunan dari dinas kesehatan mengenai angka kematian ibu 

melahirkan masih belum mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana 

Angka kematian Ibu tahun 2020 masih sebesar 169/100.000 KH sedangkan target IKU 

sebesar 89/100.000 KH. Adanya kematian Ibu melahirkan ini juga dikarenakan Ibu 

hamil diusia yang masih sangat rentan akan pendarahan, sehingga tubuh ibu muda 

masih belum cukup kuat untuk melahirkan. 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 

tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak pasal 5 ayat (2) huruf (b) dikatakan bahwa 

keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan 

alternatif yakni mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini. Salah satu langkah 

yang diambil dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering 
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Ulu ini dilakukannnya Kerjasama antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). 

Pengadilan Agama Ogan Komering Ulu bersama Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu membentuk serta menandatangani Nota 

Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) mengenai pencegahan 

pernikahan anak yang dilakukan guna dapat menekan angka pernikahan dini melalui 

inovasi yang dinamai EDWIN (Edukasi Dispensasi Kawin). Dalam hal ini Organisasi 

Perangkat Daerah yang bekerjasama antara lain adalah : 

Tabel 3. Peran Masing Masing Organsasi Perangkat Daerah dalam 

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini 
 

INSTANSI PERAN 

Pencegahan Penanganan 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Ogan Komering 

Ulu (OKU) 

Mengadakan 

sosialisasi 

pencegahan 

perkawinan anak 

Memberikan rekomendasi dalam 

mempertimbangkan potensi terjadinya 

perselisihan ataupun KDRT yang akan 

terjadi setelah pernikahan. 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten Ogan 

Komering Ulu 

(OKU) 

Memberikan edukasi 

dampak pernikahan 

dini bagi kesehatan 

Memastikan bahwa organ reproduksi 

dan psikologis dari calon pasangan 

telah siap untuk melangsungkan 

pernikahan sehingga dapat mencegah 

terjadinya kematian ibu dan anak 

Dinas Pendidikan 

Ogan Komering 

Ulu (OKU) 

Memberikan edukasi 

akan pencegahan 

pernikahan dini di 

sekolah. 

Memastikan bahwa anak yang telah 

menikah tetap dapat melanjutkan 

Pendidikan 

Dinas Sosial 

Kabupaten Ogan 

Komering Ulu 

(OKU) 

Memberikan 

sosialisasi dan 

edukasi dampak dari 

pernikahan dini 

Memastikan bahwa keadaan social dan 

ekonomi calon pasangan muda sudah 

mampu menjamin kehidupan mereka 

setelah menikah 
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INSTANSI PERAN 

Pencegahan Penanganan 

Pengadilan Agama 

Ogan Komering 

Ulu (OKU) 

 

Memutuskan apakah Dispensasi Nikah Ditolak atau Diterima 

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2022 

Berdasarkan Tabel 3, hal yang disepakati dalam perjanjian Kerjasama tersebut 

adalah tentang ketentuan akan syarat administrasi tambahan yang perlu dilengkapi 

dalam mengajukan dispensasi nikah berupa surat keterangan atau rekomendasi yang 

diberikan oleh dinas dinas yang bekerjasama. Peran dari masing masing OPD ini 

memiliki tujuan yang sama yaitu dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten 

Ogan Komering Ulu melalui inovasi Edukasi Dispensasi Kawin dan Sosialisasi akan 

pencegahan pernikahan dini. Selain itu, dengan adanya serangkaian prosedur 

pengajuan dispensasi nikah yang rumit dan berbelit belit inilah, yang dijadikan salah 

satu alasan masyarakat akan enggan untuk melangsung pernikahan usia dini. Selama 

proses rekomendasi, pemohon yang akan mengajukan dispensasi akan menjadi lebih 

mengerti dan paham akan dampak negatif dari pernikahan dini. 

Pengajuan Permohonan Dispensasi nikah ini tidak serta merta akan langsung 

disetujui oleh para OPD yang bekerjasama melainkan terdapat pertimbangan yang 

sangat matang, apakah pernikahan tersebut harus dilangsungkan atau tidak. Mengacu 

pada Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang Undang Nomor 1 

Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 dimana Pasangan calon dapat mengajukan permohonan 

kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang memang sangat mendesak disertai 

bukti-bukti yang mendukung. Sehingga apabila pengajuan permohonan tidak sesuai 

maka pengadilan agama dapat menolak permohonan tersebut. 
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Dalam mendukung mengatasi isu permasalahan anak termasuk masalah 

perkawinan anak. Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalin kerjasama dengan 

organisasi non pemerintahan yakni Childfund Indonesia yang bermitra dengan LPM 

Sriwijaya. Childfund Indonesia merupakan organisasi yang berfokus pada 

pengembangan anak anak. Ternasuk juga pemenuhan hak hak anak baik dari segi 

Pendidikan, kesehatan dan social mereka. Adanya kerjasama ini memberikan 

kesempatan bagi anak anak di daerah mendapatkan Pendidikan lebih diluar sekolah 

seperti program calistung, dan pelatihan bagi anak anak dalam memanfaatkan lahan 

kosong. Dengan adanya kegiatan kegiatan positif yang diselenggarakan oleh 

Childfund Indonesia yang bermitra dengan LPM sriwijaya ini diharapkan dapat 

memberikan kebermanfaatan bagi anak anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

Sehingga anak anak bisa lebih dapat menghabiskan waktu mereka untuk hal hal yang 

lebih bermanfaat bagi masa depan anak anak. 

Menurut Ansell dan Gash (2008:544), Collaborative governance ialah bentuk 

pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan 

pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang 

berorientasi pada konsensus dan deliberative serta bertujuan guna membuat atau 

menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik.  Dalam model 

Collaborative governance milik Ansell dan Gash terdapat empat variabel utama, 

antara lain kondisi awal, kepemimpinan Fasilitatif, desain kelembagaan dan proses 

kolaborasi. Empat variabel tersebut memiliki beberapa indikator lain yang mendukung 

teori milik Ansell dan Gash (2008). 

Berdasarkan Gambar 1, aktor yang terlibat pada Collaborative governance 

dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu 
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berasal dari tiga sektor, yakni dari sektor pemerintah, sektor non-pemerintah (swasta) 

dan juga dari pihak masyarakat. Berikut ini gambaran pemangku kepentingan yang 

terlibat dalam kolaborasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Oleh Penulis merujuk pada bagan aktor Governance milik Abidin, 

Yusuf Zaenal, Beni Ahmad Saebani (2013:10). Pengantar Sistem Sosial 

Budaya di Indonesia. https://books.google.co.id/books. Diakses pada 1 

Januari 2023 pukul 23.30 

 

Collaborative governance telah menjadi solusi yang sudah digunakan oleh 

berbagai negara seperti Florida Selatan dan Korea Selatan dalam memecahkan 

masalah yang tidak bisa diselesaikan secara individu. Agbodzakey (2012:123) dalam 

penelitiannya yang berjudul Collaborative governance of HIV Health Services 

Planning Council in Broward and Palm Beach Countries of South Florida, dengan 

hasil penelitian bahwa Collaborative telah menjadi model yang begitu dominan dan 

layak dalam mengatasi masalah masalah yang kompleks yang dihadapi oleh 

masyarakat diera kotemporer saat ini. Setiap variabel dalam Collaborative governance 

mulai dari kepemimpinan yang fasilitatif, desain kelembagaan dan proses kolaborasi 

memiliki kedudukan yang sangat penting.  

Pemerintah: 

Pengadilan Agama, DPPPA, Dinas 

Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas 

Sosial dan Dinas Pendidikan 

Sektor Swasta: 

Childfund Indonesia 

Rakyat : 

Forum Anak/Orang 

Tua/Pengaju Dispensai 

Gambar 1. Aktor Aktor dalam Kolaborasi Pencegahan Pernikahan Anak Usia 

Dini di Kabupaten OKU 

https://books.google.co.id/books
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Sejalan dengan penelitian di atas, Choi (2020:439) dalam penelitiannya yang 

berjudul The Power of Collaborative governance : The Case of South Korea 

Responding to Covid-19 Pandemic, juga berpendapat bahwa dalam menghadapi 

permasalahan yang kompleks misalnya Pandemik Covid-19 dibutuhkan kerjasama 

dari seluruh pihak. Sehingga implementasi kebijakan ini membutuhkan lebih dari 

sekedar penetapan kebijakan. Seluruh sistem tata kelola harus dapat bekerjasama 

dengan lancar dan efektif, dan untuk mewujudkan hal tersebut, koordinasi dan 

kerjasama tingkat tinggi diantara berbagai aktor sangatlah penting. Agar Collaborative 

governance bekerja secara efektif, kepemimpinan pemerintah sangat penting guna 

menyatukan aktor yang berpartisipasi dan memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama, 

serta membangun kepercayaan publlik melalui pengungkapan informasi yang 

transparan dan dukungan. Sistem tata kelola korea selatan ini terbukti mampu/ berhasil 

dalam pengendalian penyebaran Covid-19 di korea selatan (Choi, 2020:439).  

Berbanding terbalik dengan dua penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sukanti dan Nur (2021:110) dengan judul penelitian Collaborative governance dalam 

upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman, dimana hasil menunjukkan 

pelaksanaan Collaborative governance masih belum maksimal dimana belum adanya 

forum komunikasi khusus pada tingkat pemerintah kabupaten dan masih kurangnya 

peranan dari pihak swasta (Sukanti & Faidati, 2021:110). 

Fenomena permasalahan pernikahan anak usia dini yang terjadi di Indonesia 

tidak bisa dianggap remeh dan perlu dilakukan pencegahan. Menurut National Public 

Health Partnership mengatakan bahwa pencegahan ialah atribut penting dari berbagai 

aspek kebijakan publik. Pencegahan ialah suatu upaya guna menghindari atau 

membalikkan perkembangan suatu peristiwa yang mengarah pada hasil yang tidak 
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diinginkan (Davidson, 1992:3). Dalam rangka mencegah pernikahan anak usia dini 

agar tidak terus meningkat dan melonjak, maka diperlukan kerjasama dari berbagai 

pihak baik dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. Partisipasi yang luas 

dari pemangku kepentingan negara dan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan 

dan implementasi ini dapat mendorong penyelesaian bersama guna mengatasi masalah 

dan meningkatkan tanggung jawab atas keluaran dan/atau hasil. Berbagai negara 

internasional maupun nasional mengadopsi Collaborative governance sebagai model 

yang layak dalam mengatasi pemasalahan yang tergolong komplek (Agbodzakey, 

2012:109). Collaborative governance ini juga merupakan solusi alternatif yang paling 

efektif dan memungkinkan bagi lembaga pemerintahan dalam mengatasi 

permasalahan yang kompleks (Dewi & Yuniningsih, 2019:540). 

Berdasarkan gambaran fenomena permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti 

tertarik melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan model Collaborative governance 

menurut Ansell dan Gash (2008) dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini 

di Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Collaborative governance dalam Upaya pencegahan 

pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu ?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah Untuk membahas dan mengetahui Collaborative governance dalam Upaya 

pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan adanya Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 

kebermanfaatan dalam memperkaya ilmu/ kajian administrasi 

dan pengetahuan tentang Collaborative governance dalam Upaya 

pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. 

b. Dengan adanya Penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi atau referensi dalam menambah 

pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki minat 

kajian yang sama/sejenis di masa yang mendatang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Collaborative 

governance dalam Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini 

di Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

b. Bagi Lembaga/Instansi yang berkaitan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai alternatif referensi atau sumbangan pemikiran bagi 

lembaga berkaitan dalam mengembangkan kebijakan/keputusan 

di masa yang akan datang. 
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